WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 45 TAHUN
2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KOTA MANADO

Menimbang: a.

Mengingat: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus
diselenggarakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya serta
dipenuhi persyaratan administratif;

bahwa Pasal 34 Peraturan Walikota Manado Nomor 45 Tahun
2017 tentang penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu
diubah guna menyesuaikan dan mengikuti perkembangan
dan keadaan Kota Manado saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Atas Pasal 34
Peraturan Walikota Manado Nomor 45 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Sulawesi;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



10.

i .

Menetapkan:

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 11);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/PRT/M /2007
tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26 /PRT/M/2007
tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan
Gedung;
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado tahun 2014-2034;

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KOTA
MANADO.

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 45 Tahun 2017

Tentang

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Manado (Berita

Daerah Kota Manado Tahun 2017 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 34 ditambahkan dua ayat baru, yakni ayat (7) dan ayat

(8) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:



(1)

(3)

a.

Pasal 34

Persyaratan administratif permohonan IMB meliputi:

)

k.

L.

formulir permohonan IMB yang ditandatangani oleh pemohon;
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau identitas
lainnya yang masih berlaku;

fotokopi dokumen legalitas badan hukum dalam hal
permohonan IMB dilakukan oleh badan hukum;

surat kuasa dari pemilik bangunan gedung dalam hal pemohon
bukan pemilik bangunan gedung;

fotokopi surat bukti status hak atas tanah;

fotokopi tanda bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
tahun berjalan;

surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara
pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah
dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas
tanah;

data kondisi atau situasi tanah;

fotokopi Keterangan Rencana Kota (KRK);

surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan

dokumen dan surat terkait.

Data kondisi atau situasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf i paling sedikit meliputi:

a.
b.
.
d.

gambar peta lokasi lengkap dengan kontur tanah;

batas-batas tanah yang dikuasai;

luas tanah; dan

data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan

gedung pada area/ persil.

Dalam hal bangunan gedung baru dengan kompleksitas sederhana,

dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf 1 meliputi:

data perencana konstruksi, surat pernyataan menggunakan

pelaksana konstruksi bersertifikat, dan surat pernyataan

menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat jika

dokumen rencana teknis dibuat oleh perencana konstruksi;



b. surat pernyataan menggunakan desain prototipe; atau
c. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa.

(4) Dalam hal bangunan gedung baru dengan kompleksitas tidak
sederhana dan kompleksitas khusus, bangunan gedung kolektif,
dan bangunan prasarana, dokumen dan surat terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 1 meliputi:

a. data perencana konstruksi bersertifikat;

b. surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi
bersertifikat; dan

c. surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen
konstruksi bersertifikat.

(5) Dalam hal bangunan gedung eksisting belum memiliki IMB, dan
dimohonkan IMB beserta SLF nya, dokumen dan surat terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 paling sedikit berupa
data pengkaji teknis.

(6) Dalam hal bangunan gedung eksisting yang dimohonkan IMB
untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
bangunan gedung, dokumen dan surat terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 1 meliputi:

a. data perencana konstruksi bersertifikat;

b. surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi
bersertifikat; dan

c. surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen
konstruksi bersertifikat.

(7) Surat bukti hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dapat berupa sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik,
petuk/surat keterangan pemerintah setempat dan atau bukti
kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
di bidang pertanahan, guna membuktikan kepemilikan seseorang
atau badan hukum, bukti tersebut harus dilengkapi dengan
gambar lokasi tanah yang memuat ukuran dan batas-batas tanah.

(8) Dalam hal pemohon mengajukan IMB dengan syarat bukti status
hak atas tanah menggunakan girik atau petuk atau bukti lainnya
diluar sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(7) maka Pemohon wajib mengumumkan rencana pembangunan
bangunan ke masyarakat luas melalui media elektronik atau media

cetak selama 14 (empat belas) hari.



Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 1 Agustus 2018

WALIKOTA MANADO
ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 1 Agustus 2018

PI1t.SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

ttd

RUM DJ USULU
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2018 NOMOR 26



